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Urgensi SDM Informasi Geospasial dalam Kebijakan Strategis Nasional
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Penguatan Peran JF Surveyor Pemetaan

SK Kepala BIG No. 133.2/ 2024 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Informasi Geospasial Untuk Instansi 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah
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STATUS SDM IG PEMERINTAH (JF SURTA)

Data per 23 Juni 2025, JF Surta termasuk PNS dan PPPK



STATUS SDM IG PEMERINTAH (JF SURTA)

Data per 23 Juni 2025, JF Surta termasuk PNS dan PPPK



STATUS SDM IG PEMERINTAH (JF SURTA)
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Potensi pengembangan SDM IG untuk mendukung Pembangunan Wilayah Jawa 
(Megalopolis Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan)

Jumlah lulusan yang terinventarisasi (8.774 orang 2019-2024)

Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.Hamka (UHAMKA) : 174 orang (2019-2023)

Universitas Winaya Mukti (UNWIM) : 144 orang (2019-2023)

Universitas Indonesia (UI) : 661 orang (2020-2024)

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) : 2905 orang (2019-2023)

Universitas Gadjah Mada (UGM) : 1463 orang (2019-2024)

Universitas Diponegoro (UNDIP) : 750 orang (2020-2024)

Institut Teknologi Sepuluh Nopember : 572 orang (2020-2024)

Institut Teknologi Nasional Malang (ITN) : 199 orang (2020-2023)

Universitas Esa unggul : 12 orang (2022-2023)

Universitas Negeri Jakarta : 483 (2019-2023)

Universitas Amikom Yogyakarta : 73 (2021-2023)

Institut Teknologi Bandung (ITB) : 590 orang (2019-2024)

Universitas Negeri Malang (UNM) : 182 orang (2022-2024)

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) : 420 orang (2019-2023)

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta (UPNJ) : 59 orang (2022-2023)

Universitas Pakuan : 87 orang (2020-2024)
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IG di Pulau Jawa

122

Peran Kunci JF Surta dalam Tren Megapolis Jawa

• Penyedia dan Penjamin Data Geospasial Berkualitas Tinggi

• Integrator Spasial untuk Tata Kelola yang Terpadu

• Agen Inovasi dan Transformasi Digital Perkotaan

• Pendorong Inklusivitas dan Keadilan Spasial

• Penjaga Keberlanjutan (Sustainability Guardian)

Pemetaan Potensi Industri Hilir Bisnis IG di Megapolis Jawa

• Urban Spasial Intelligence as a Service

• Layanan Pemetaan dan Verifikasi untuk Properti, Perizinan, dan 

Pajak Daerah

• Geo-Environmental Services (Climate and Resilience IG 

Solutions)

• Layanan Pemodelan Lahan dan Transportasi Perkotaa

• Geo-Bisnis untuk Properti, E-Commerce, dan Konsumer Urba



Potensi pengembangan SDM IG untuk mendukung Pembangunan Wilayah Bali dan Nusa 
Tenggara (Superhub Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Nusantara Bertaraf  Internasional)
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Perkembangan Teknologi dan Industri Geospasial



Isu Strategis dan Arah Kebijakan Bidang Informasi Geospasial (RPJPN 2025-2045)

Rencana Induk 

Penyelenggaraan IG

Rencana Aksi (Renaksi) 

Penyelenggaraan IG 

Nasional.
[Rencana Aksi (Renaksi) Penyelenggaraan 

IG Nasional Tahun 2025-2029 

(SK Kepala BIG Nomor 115 Tahun 2025)]

[Rencana Induk Penyelenggaraan IG 

Nasional Tahun 2025-2050 

(SK Kepala BIG Nomor …. Tahun 2025)]



Arah Pengembangan Kompetensi SDM IG :

 Mengawal Dinamika Ekosistem IG yang Cepat
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Note: Semakin lebar polygon, semakin besar irisan
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Rancangan Renduk IG



Tahap II (2030-2034)

Tahap III (2035-2039)

Tahap IV (2040-2045)



Sumber: Roadmap SDM IG 2025-2029

Tahun Proyeksi

Kebutuhan
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SUMBER DAYA MANUSIA INFORMASI GEOSPASIAL

● Merupakan SDM IG yang bekerja 

sebagai ASN yang melingkupi

kegiatan penyelenggaraan IG dan

pembinaan IG.

● Kualifikasi akademik paling 

rendah D3 untuk kategori 

keterampilan, dan

sarjana/D4untuk Ahli Pertama

dan Ahli Muda serta magister 

untuk Ahli Madya dan Ahli Utama

● Dalam proses kenaikan jenjang 

jabatan dan pengisian formasi 

dilakukan dengan uji kompetensi

JF Surveyor 

Pemetaan

PP 45 / 2021 : Penyelenggaraan IG PermenPANRB 22/2023 :
JF Surveyor Pemetaan 



UTAMA

MADYA

MUDA

PERTAMA

JF Kategori keahlian

PENYELIA

MAHIR

TERAMPIL

JF Kategori Keterampilan

IV/d – IV/e

IV/a – IV/c

III/c – III/d

III/a – III/b

III/c – III/d

III/a – III/b

II/c – II/d

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF SURTA)
PermenPANRB 22/2023 tentang JF Surveyor Pemetaan 

Kedudukan, Tanggung Jawab, Klsifikasi/ Rumpun, Kategori dan Jenjang

Surveyor Pemetaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada : Pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, 

pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, 

insinyur, dan yang berkaitan

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah 

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan 

pelaksanaan kegiatan terkait penyelenggaraan 

Informasi Geospasial dan pembinaan Informasi 

Geospasial

Tugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan

Jabatan Fungsional

Surveyor Pemetaan



Penyusunan Kebutuhan JF Surveyor Pemetaan

Pengangkatan ASN 

dalam Jabatan JF Surta

Pembinaan karier JF 

SurtaBIGInstansi 

Pemerintah/Daerah
Kemenpan

RB

Penetapan 

Kebutuhan 

JF Surta

Pengusulan 

Kebutuhan 

JF Surta

Penghitungan 

Kebutuhan JF 

Surta. 

Verifikasi 

dan validasi 

kebutuhan 

SDM JF 

Surta• Anjab-ABK

• Peta jabatan

SK Kepala BIG No. 171/2024
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan 

Fungsional Surveyor Pemetaan





Pelaksana bidang IG oleh Tenaga Profesional

Kep KaBIG 49/2022: Pedoman 

Penerbitan STR Geografer dan STR 

Surveyor

Profesi bidang IG

• PerBIG 7/2021 Kompetensi Kerja 

Bidang IG

• PerBIG 4/2017: Tata cara sertifikasi 

tenaga profesional IG 

• Kep DIIG 1/2021: Standar 

Pengemasan Unit Kompetensi 

dengan Kemungkinan Jabatan KKNI 

di Bidang IG

• Kep KaBIG 21/2021: Standar 

Persyaratan Uji Peserta Sertifikasi 

Tenaga Profesional di Bidang IG

Tenaga Ahli dan Tenaga 
Terampil bidang IG

• PerBIG 14/2019: Tata cara sertifikasi Penyedia 

Jasa IG 

• Kep KaBIG 58/2018: Standar Biaya Sertifikasi 

Penyedia Jasa IG

• Kepka BIG 49/2018: Klasifikasi dan Kualifikasi 

Penyedia Jasa di Bidang IG

• Kep KaBIG 27.1/2021: Standar Klasifikasi 

Penyedia Jasa Di Bidang IG

Badan Usaha

Peraturan Pemerintah No.45 

tahun 2021, Pasal 95

Pelaksana di bidang 

IG merupakan 

tenaga profesional 

di bidang IG yang 

harus tersertifikasi

 
Perubahan regulasi setelah 
ditetapkannya PP 28 2025

Sebagai pengganti PP 5 tahun 
2021



Survei Terestris, 
Hidrografi, 
Fotogrametri (Survei 
Pemetaan Udara), 
Penginderaan Jauh, 
Sistem Informasi 
Geografis, Kartografi,
Survei Kewilayahan

Sub bidang 
dalam SKKNI IG

Sertifikasi Tenaga 
Profesional bidang IG

7 313 63 3 1234*

Survei Terestris: 42 UK

Hidrografi: 64 UK

Fotogrametri: 45 UK

Penginderaan Jauh: 45 

UK

SIG: 34 UK

Kartografi: 17 UK

Survei Kewilayahan: 66 

UK

Unit Kompetensi 
dalam SKKNI

Survei Terestris: 9

Hidrografi: 12

Fotogrametri: 14

Penginderaan Jauh: 5

SIG: 7

Kartografi: 2

Survei Kewilayahan: 14

Kemungkinan 
Jabatan

Lembaga Penilai 
Kesesuaian 

Terakreditasi
Survei Terestris: 226

Hidrografi: 29

Fotogrametri: 112

Penginderaan Jauh: 95

SIG: 753

Kartografi: 8

Survei Kewilayahan: 10

Sertifikat 
Kompetensi

*hasil rekapitulasi sertifikat aktif per Juni 2025

https://porsig.big.go.id/sertifikasi/home



Strategi Pengembangan SDMIG

Inovasi teknologi 
dan pembelajaran

Governance

Capacity and 
Education

Innovation

Partnership

Kolaborasi antar 
instansi dan sektor

Penguatan 
Kelembagaan 
Pengelola SDM IG

Penyediaan 
Pendidikan dan 
pelatihan IG

• Penguatan DSDMIG-
PPKIG

• Integrasi Renaksi SDM 
dg RPJMN 

• Standardisasi 
Kurikulum

• Sertifikasi Profesi (KKNI)

• Kemitraan dengan 

kampus, swasta, NGO

• Riset Bersama

• Pengembangan 

Inkubator

• E-learning, blended 

learning

• Pelatihan AI, Analisis 

geospasial dll



Penutup:
1. Percepatan pemenuhan SDM IG perlu didorong dengan regulasi pemerintah dan 

kolaborasi stakeholder terkait (Kemenpan, Kemendagri, Bappenas, BIG)

2. Standardisasi Penyelenggaraan IG di instansi pemerintahan dengan dilaksanakan 
oleh SDM JF Surveyor Pemetaan

3. Optimalisasi Penyelenggaraan IG di pemerintahan dengan kolaborasi JF Non 
Surta Serumpun dan Tenaga Profesional bidang IG.

4. Harmonisasi standar kompetensi JF Surta sebagai SDM IG penyelenggara IG di 
pemerintah dengan standar kompetensi SDM Profesional (mengacu pada SKKNI 
dan KKNI).

5. Pembentukan kemitraan dan jejaring antara pemerintah dengan perguruan 
tinggi, Lembaga pelatihan, industri geospasial, komunitas penggiat data spasial 
untuk mewujudkan ekosistem geopasial nasional.






